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BAWASLU

':‘:‘ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
" KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915886

E-mail @ bawaslu kotabjbgegmail.com

Web  : banjarbaru.bawaslu.go.ad

Nomor :012/K.KS-12/PM.04/V11/2020 Banjarbaru, 16 Juli 2020
Sifat : Penting

Lampiran i

Perihal : Himbauan

Kepada Yith,

Ketua KPU Kota Banjarbaru

di - }
Tempat

Assalaamu’alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang :

- Pasal 177 “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian
dafiar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling
banyak Rpi2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

- Pasal 178 “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak
pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

- Pasal 179 “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan
dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud
untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Pasal 177A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data
dan dafiar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
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dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
maksimunmmnya.

- Pasal 177B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang : “Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU
Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan dafiar pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24
(dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (twuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh
puluh dua juta rupiah)”.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) :

- Pasal 5 Ayat (2) Huruf d Angka (2) “penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung fangan sekali pakai, dan pelindung wajah
(face shield) bagi PPDP yang sedang melaksanakan Coklit.”

- Pasal 6 Huruf b “bagi PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal
Pasangan Calon perseorangan, PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang
sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker
yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung
wajah (face shield).”

- Pasal 8 Huruf b “sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima,
dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus.”

- Pasal 11 Ayat (1) dan (2) “Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye,
Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak
Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal
9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
(2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak
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yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”

- Pasal 21 Ayat (4) “Penyusunan dafiar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan
memperhatikan: a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang
berbeda, pada TPS yang sama; b. tidak memisahkan Pemililt dalam satu keluarga pada TPS
vang berbeda; c. memudahkan Pemilih; d. aspek geografis; dan‘atau e. jarak dan waktu
tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.”

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota,

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam

" Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

11. Surat Instruksi Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-
0399/K. BAWASLU/PM.00.00/7/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
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II. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

1.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, agar KPU Kota Banjarbaru
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memastikan PPDP dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan mekanisme dan
prosedur yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Memastikan PPDP bekerja dengan memperhatikan ketentuan pedoman etik dalam
penyelenggaraan pelaksanaan tahapan pencoklitan;

- Memastikan PPDP dalam melaksanakan tugas-tugasnya berpedoman pada ketentuan
PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalan
kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

= Dalam hal ketentuan Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalan kondisi bencana non alam Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) menyebutkan : “PPDP melakukan Coklit dengan menemui
Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a sampai dengan huryf f, huruf h dan huryf j untuk memastikan validasi
terhadap kecocokan data dengan pemilih secara langsung tanpa mengabaikan protokol
kesehatan yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai standar
protokol kesehatan.

Bahwa KPU Kota Banjarbaru dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar

Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 memastikan PPDP dalam melaksanakan tugas-

tugasnya tidak melakukan pelanggaran administrasi antara lain:

e PPDP melakukan coklit tetapi tidak menggunakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-
19 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

e PPDP tidak melakukan coklit atau melakukan coklit tetapi tidak sesuai prosedur dan
mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

e PPDP yang melakukan coklit adalah PPDP yang telah ditetapkan oleh KPU Kota
Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan (SK).

Bahwa KPU Kota Banjarbaru beserta jajarannya dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 memastikan untuk tidak
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melakukan pelanggaran pidana scbagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku antara lain :

e Memalsukan data dan daftar pemilih pemilihan;

e  Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain;

e  Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi daftar pemilih;

e  Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

4. Bahwa KPU Kota Banjarbaru beserta jajarannya dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 memastikan untuk tidak
melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilihan
dengan memperhatikan prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilihan;

5. Mengingatkan agar KPU Kota Banjarbaru beserta jajarannya dalam Tahapan Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bekerja dengan
baik dan tidak melakukan pelanggaran baik itu Pidana Pemilihan, Administrasi maupun Kode
Etik.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tembusan :
- Ketua Bawaslu Provinsi;
- Arsip

Scanned with CamScanner



